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ABSTRAK

Penelitian i berjudul aspek hukum penvelesaian sengketa pem:lthan kepala
daerah, Studi kasus i Pergadilan Tinggl Sumatera Barat, Sengketa Pemibihan kepala
Maerah kabupaten Pesisir Selatan. Yang dilaksanakan dan bulan Juli-Oktoer 2006
Tujuan penelitian ind adalah untuk mengetahui prosedur dan tama cara pengajuan
upava hukum  keheratan erhadap penetapan hasil permilihan kepala daersh.
“engetahui kedudukan EPUD kabupaten Pesisic Selatan dalam penyelesaan
cenpketa pemilihan kepala daerah Mengetahui pertimbangan dan kewenangan
Pengadilan Tingei Sumatera Barat dan Mahkamah Apung dalam penyelesaian
=-=rmkem pemilihan kepala deersh dan wakil kepala daerab di kabupaten Pesisic
Selatan. Pendekatan masalah melalui vuridiz sosiologs [Dalam pasal 18 ayal 4
Indang-Undang Dasar Negara Repeblik Indonesia tshun 1945 menyatakan bahwa,
cepala daersh dipilib secara demokratis Pemiliban secara demokratis berdasarkan
'ndang-lIndang Mo, 32 tahun 2004 tentang Pemerimaban Daerah adalah pemiliban
cecara langsung oleh rakyval Rakvar diberi kebebebasan untuk memilih pasangan
-alon vang  didukunsnva Pemilthan secara langsung ini dilaksanakan oleh Komis
Pemibihan Umum Dasrab (KPUD). Berbaga perscaian muncul dalam lahapan
~elaksanaan pemilihan kepala dacrah secara langsung. Regulas pilkada membagi tig

kuman masalab hukum dalam pemvelenpparaan pukada. Yaitu pidana pilkada,
zdministrasi pilkada dan sengketa pilkads Sengketa pilkada bhanya berkenazan
dengan hastl penghitungsn suara tahap akhir yang mempengarubl terpilibnya
mazanpan calon, tidak termasuk persoalan tekmis dalam penvelenggaraan pilkada,
-.cheratan terhadap hastl penghitumpan suara tahap akhir ini diajukan kepada
cnoadilan Tingel sebaps penenma delepasi dan Mahkamab Agung dalam
~envelssatan senokta pemilinan kepala dagrah. Keberatan tersebut harus memuat
alzsan secam jelas dan rict mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan
ab KPLUID, dan hasil penghiungan vang bener menurut pemobon. Pengadilan Tingg
nemenksa pada tngkat penama dan “terakhir VAN pulusanya bersifat bnal dar
onpikat dan terhadap putusan tersebut tidak ada lagt upava hukum yang dapat
akukan:



BAB 1
PENDAHULUAN

A. L.al.ur Belalkang

Bahak haru pencgakan demokrasi di Indonesia baru saja dimulal,
vedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat dan  dilaksanskan  menurut
ketentuan peraturan perundangan. Hal ini ditandai dengan perubahan format
nemiliban Eksekutif dan Lepislati serta pemilihan Kepala Daerah dan wakil
¥epala Daerah untuk pemilihan Gubernur dan wakil Guberour, Bupati dun wakil
Supati serta pemiliban Walikota dan wakil Walikota. Yaitu dari sistim perwakilan
menjadi sistim pemilihan langsung yang merupakan pengalihan hak dan beberapa

orang saja {perwakilan) menjadi hak semua orang melalul pemiliban langsung,
Perubahan ini terjadi karena diubahnya beberapa pasal dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435, yaitu pasal 18 angka 4
sang berbunyvi “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
semerintab daerah provinsi, kabopaten, dan kota dipilib secara demokratis”, Pasal
= angka 1. "Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara
~zsung oleh mkyat™, Pasal 22F angka 1, “Pemiliban wium dilaksanakan secara
soesung, umum, bebas, rahasia, juur, dan adil setiap lima tahun sekali™, Angka
serhunyd, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk membih angpota Dewan
—wakilan Rakvyar, Dewan Perwakilan Drersh, Peesiden dan wakil Presiden dan
van Perwakilan Rakyat et Perchahan mendasar dalam sistim

ssneparaan lersehul menccjuian kemitmen yang  sungpuh-sunggub dard



pengelola negara dalam rangka mencapai tujuan akhir negara yaitu mewnjudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mernspakan penafsiran
dari ;ﬁpilih secara demokratis, walaupun demekratis ini mengadung dua makna
vaitu pemifiban secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRO, kedua-
duanya demokratis', Sementara model pemilihan Presiden dan wakil Presiden
sudah melalsi pemiliban langsung yang demokratis, bukankan demokratisasi
Manya dapat berkembang jika nilai-nilai demokrasi berakar kuat dininghat lokal.
seperti yang disampaikan oleh Tip O Neil, “all peliic o local™ artinya
demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokratisasi
juga berlangsung ditingkat lokal®, Maka pemilihan kepala dacruah-pun harus
dilakukan melalui  pemilihan  Jangsung.  Prof. H. Rozali  Abduolah, SO
~icnpungkapakan beberapa alusan mengapa kepala daerah harus dipilib secars
zngsung |, pertama, untuk mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, keco.
-citimasi yang sama antara kepala daerab dan wakil kepala dasrah dengan Dewan
“crwakilan Rakvat Daerah, keriga, kedudukan vang sejajar amtara kepala dacrah
“an wakil kepala duerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keempal,

luarnva Undang-Undang Ne.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

"lako I Pribitmokno, Peridian Kepala Davrah Langsing, Fitazafl, Sistes, dive Profifem
coeaman i Indomesio,  Mtaka  Pelajar bekerin sama dengan Lembaga  [Meneditian,
~omhangan dan Pengabding Masyarakat (LP3IM) Usiversilas Wakid Hasim, 2005, 1al 4
* Diohermansyal Djohan, Kelifaban o Daoeal 1995, Yarsil Watempoae, Tokara
zal 198



o, ¥

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, vang menghapuskan kewenangan DPRD untuk
memilih kepala daerah (pasal 63}, kedimer, mencegah terjadinya politik uang

Pemiliban kepala dasrab dan wakil kepala daerab tersebut selanjuinya
-Jia[ulr dalam Undang-Lindang Mo 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
PP Mo 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilthan, Pengesaban, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerab dan wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pilkada
sngsung ini merupakan koreksi atas pelaksansan pemilihan kepala daemb yang
dilaksanakan oleh DPRD dengan sistim perwakilan, sejatinya pemilihan kepala
Jacrah langsung adalah kekussaan tidak lagi bersumber dari pemimpin atau
~enguasa/pemerintah namun berasal dad rakyat, dan karena sang kepala daerah
dipilih sccara lanpsung oleh rakyat maka dalam kepemimpinannya dituntut
senputamakan kehendak rakyat dan juga harus mampu menjalin kerja sama
dengan rakvat yang menjadi sumber legitimasi politiknya,

Dalam hal pemilihan kepala daerab dan wakil kepala daerah secara
cpsung, UL No 32 tabun 2004 telah mensyaratkan bahwa kepala daerah dan
kil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
Cemokratis berdasarkan asas langsung, wmam, bebas, rabasia, jujur dan adil,
—weal 34 avar 1), Dimana pasangan calon tersebut diajukan oleh panai pofitik

. zahunpan partai politik pesetta pemilu, (pasal 36 avat 2). Dengan ketenluan
o oanggota DPRD < dasrab vang bersanghkwtan, (pasal 5% ayat 2) artinya

oo umlah peralehan suara sab pamai politik peserta pemilu diseluruh dacrah

Fozali Abdulah, SEL Pefakemeaos Covomi Luas Devgrem Pemifihan Kepala Daerah
ereanyy, Rajn Grafindo Parzada, kakara, 20005, Hal 53



perniliban, disctiap tingkatan pemilihan, Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini
disclenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum Dacrah atau KIUD, (pasal
57 aval 1) vang menggunakan kewenangannya herdasarkan pada hukum, non
partisan dan tidak berpihak (fmparsied) serta transparan dan akuntabel dan odak
melibatkan dir dalam kenflik kepentingan. Untuk pengawasan pemiliban kepale
daerah dilaksanakan oleh panitia pengawas atau panwaslih, (pasal 37 ayat [}
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilsksanakan melalus
duz tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, (pasal 63 ayat 1). Tahap
cersiapan meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah dan KPUL
mengenal  berakhirmya jabatan kepala daerah, ditkuti dengan perencanadn
cenvelengparaan  vang melipuli penetapan tata cara dan jadwal tahapan
relaksanaan pemiliban kepala daerah, pembentukan panitia pengawas, PFPR, PPS,
Zan pembentukan KPPS, (pasal 65 ayar 2), Untuk wmbapan pelaksanaan dimulai
dengan penetapan daftar pemilib, pendattaran calon kepala daerah, kampanye.
—ermunputan suara, penghitungan suara, dan penstapan pasangan calon kepals
“sorah dan wakil kepala daerah terpilih, serta pengesaban dan pelaksanaan
~clantikan, {pasal 65 avat 3), Mengenai tata cara persiapan dan tahap pelaksanaan
lehib lanjut digtur oleh KPUD sebagai penyelenggara dengan berpedoman
~=ada Peraturan Pemerintah, (Pasal 65 avat 4) yaiie PP No & tahun 2005 tentang
Tew o carn Pemiliban, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
=zrah dan Wakil Kepala Daerah.
[ransisi demokrasi ditingkat lokal pada pemilihan kepala dacrah secard

- —=ung telah menyisakan berbagai persoalan. Permasalahan muncul dalam



BAB 111
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Keberatan Hasil Pilkada

I. Gambaran Umum Pilkada Kahupaten Pesisir Selatan

Pemilihan kepals daerah dan wakil kepala ducrah {pilkada) kabupaten

Pesisir Selatan dilaksanakan pada tangeal 1 Apustos 2005 oleh Komisi Pemnilihan

Umumn Dacrah (KPUD) Pesisir Selatan ving diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon,

kelima pasangan calon tersebut secara berurutan sesusi dengan nomor urut dan

rartai pengusul adalah sehapui beriku -

1

Dee M, Yusedl, SE.. M5 dan Bakrn Bakar, SH vang diusulkan oleh koalisi
Partai Islam Bersate (PPP, PRA, PBE, dan PES)
Saidal Masfivuddin, SH dan Drs, Fajsal Swaril diusulkan dari Partai Golongan
Karya (Golkar)
Ir. A, Bahim, M5P dan Letkal, Drs. H. Asmil Ilvas. MA diusulkan dan Pariai
koalisi Passel Badunsanak (PN] Muarhacnisme, Partai Patiol Pancasila,
PEPDK, PPNUIL, Panai Merdeka, PSI PEPB, PPDL PBSD, PKB, Parai
Pelopor)
Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan Fvalauza Yuliasman D, Mangkuio Alam Tigo
Larch, SE, M.Si divsulkan dari Partai Koalisi Lime Saiyo (IPPD. PII P,
PNBR. Partal Demokrat, PKP Indonesia}
Drs. H. Naseul Abit dan Drs, Syalrizal divsulkan dari PPartar PAMN

Berdasarkan catatan rekapitulasi data pemilib dan TPS dalam pemililan

~<la doerah dan wakil kepala dacrah Kahupaten Pesisir Sclatan periode 2005-

o
-]



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap aspek hukum penvelesaian senpkety pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat

diambil beherapa kesimpulan antara lain

1.

fan

Bahwa pemiliban kepala dacrah secara langsung merupakan trasisi demokrasi
dari sistem pemilihan perwakilan kesistim pemilihon sceara lanpsung, vang
merupakan amanat Undang-Undang Dusar Megara Republik Indonesia tahun
1943 pasal T8 avat & dimana rakyat diberi kebebasan untek memilih calon-
calon vang didukungnya sebagaimana diatur dalam Undung-Undang No, 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Bahwa dalam penvelengparsan pemiliban kepala daerah secarn lanpsung di
kabupaten Pesisiv Selatan masib banyak lerdapat kesalahan din kekorangan
vang legadi baik yang dilakukan oleh KPUD sebagai penyelengparan pilkada
maupun oleh peserta pilkada itu sendirl vang mengakibalkan timbulnya
persoalan bukum dalam penvelenggaraan pemilihan kepala dasrah, vailg
masalah administrast pilkada, pidana pilkada, dan sengketa pilkada.

Sengketa pilkada hanya berkepaan dengan hasil penghitungan suara tabap
akhir vang mempengarehi terpilibnyva pasangan calon. Dalam ind keberatan
tersebut hanya berkaitan dengan angka-angks yang terdapat kekeliruan dalam
penjumlaban  atan  dalam penulisannya tidak  termasuk  pelangpraran-

pelangparan yang berkaitan dengan teknis pilkada. Penyelesnion sengketn



pilkada dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahksmah Agung dapat
mendelegasikan wewenang penyelesaikan sengketa kepada Pengadilan Tinggi
untuk memerksa kebertan vang dinjukan oleh pasangan calon, dimana
putusan pengadilan Tinggl tersebut bersifat final dan mengikat dan telah
herkekuata hukum tetap dan terhadap putusan tersebut Gdak dapat dilakukan

upaya hukum dalam bentuk apapun.

B. SARAN

fupd

KPUD  Kabupaten  Pesisic Sclatan dan Pemerintah Dacean harus
mensosialisakan  secara maksimal kepada masvarkat bahwa pemilihan
kepala daerah secara lanpsung imerupakan transisi demokrasi dari pemiliban
perwakilan  kesistim pemilihan langsung, Hal ini merupakan bahagian
penting dari pendidikan politik masyarakal.

Untuk pasangan calon atau peserta Pilkada barus memahami sctizp tahapan
peloksanaan pemiliban kepala daerab dan wakil kepals daerah sehingpa tidak
terjadi  kesalahan  dalam  memzhami oarti dari sengketa keberman
penghitungan suara yaitn dengan cara menghlasifikasikan semua persealan
bukum dalam penyelenggarpan pemilihan kepala dacrah secar langsung.
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pesisic Selatan barus mengusulkan
kepada DPR untek melakukan perubahan terhadap pasal 106 ayal () dan (7)
tentang pengerlian putusan vang bersiafat final dan mengikat yang dalam
penjelasanyva dischutkan tidak bisa lagi ditempuh upaya bukum sementara
Mahtamah Agung masih menerima Peninjauan Kembali (PR} terbadap

putusan Pengadilan Tingei yang bersifat final wersebu
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